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ABSTRAK 

Moh. Syafakhorrahman. 2025.  “Implikasi Yuridis Tata Kelola Perizinan Usaha 

Berbasis Risiko terhadap Asas Otonomi Daerah Di Indonesia”. Skripsi. Program 

Studi Hukum, Fakultas Sosial dan Humaniora, Universitas Nurul Jadid, Pembimbing 

(Dr. Mushafi Miftah, S.H.I., M.H) 

Kata Kunci: Perizinan Berbasis Risiko, Otonomi Daerah, Pemerintahan yang baik 

Persoalan hukum, desentralisasi atau otonomi daerah dan tata kelola pemerintahan 

yang baik merupakan bagian tidak terpisahkan dengan perizinan usaha berbasis risiko 

di Indonesia. Problemnya tersebut, karena pengaturannya telah menegasikan amanat 

konstitusi tentang asas otonomi, pengelolaan kewenangan yang terpusat, dan prioritas 

kesejahteraan investor dibandingkan masyarakat. Menjawab tantangan tersebut, 

penelitian ini ditujukan untuk perbaikan pengaturan perizinan usaha berbasis risiko 

yang konstitusional, dalam pelaksanaannya terdapat pembagian kewenangan kepada 

daerah sesuai asas otonomi di Indonesia, serta mendorong tata kelola pemerintahan 

yang baik. Metode penelitian yang digunakan adalah  yuridis normatif dengan 

menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan 

pendekatan historis. Pola tersebut digunakan untuk menganalisis problem tata kelola 

perizinan usaha yang berbasis risiko dengan peraturan per undang-undangan terkait. 

Hasil penelitian menunjukkan: pertama, dalam pengaturan hukumnya terdapat 

ketidaksesuaian dengan teori desentralisasi yang mengakui adanya pembagian 

kekuasaan dan teori good governance yang mementingkan kesejahteraan masyarakat; 

kedua, berdasarkan teori negara hukum yang mengakui adanya asas lex superior 

derogat legi iferiori terdapat pelanggaran konstitusional tentang asas otonomi bagi 

pemerintahan daerah. 
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ABSTRACT 

Moh. Syafakhorrahman. 2025. "Legal Implications of Risk-Based Business Licensing 

Governance for the Principle of Regional Autonomy in Indonesia". Thesis. Law Study 

Program, Faculty of Social and Humanities, Nurul Jadid University, Supervisor (Dr. 

Mushafi Miftah, S.H.I., M.H) 

Keywords: Risk-Based Licensing, Regional Autonomy, Good Governance 

Legal issues, decentralization or regional autonomy, and good governance are 

inseparable from risk-based business licensing in Indonesia. This problem arises 

because the regulations have negated the constitutional mandate regarding the 

principle of autonomy, centralized management of authority, and prioritizing investor 

welfare over the community. Responding to these challenges, this study aims to 

improve the regulation of risk-based business licensing constitutionally, in its 

implementation there is a division of authority to the regions in accordance with the 

principle of autonomy in Indonesia, while encouraging good governance. The 

research method used is normative juridical with a statutory approach, a conceptual 

approach, and a historical approach. This pattern is used to analyze the problems of 

risk-based business licensing governance with related laws and regulations. The 

results of the study indicate: first, in the legal regulations there is a discrepancy with 

the theory of decentralization that recognizes the division of power and the theory of 

good governance that prioritizes the welfare of the community; second, based on the 

theory of the rule of law that recognizes the principle of lex superior derogat legi 

iferiori there is a constitutional violation of the principle of autonomy for regional 

governments. 
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